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Abstract

This scientific work aims to find out how the legal arguments for the judge's
decision in the legal evidence submitted by the plaintiff during the evidentiary
process at trial. And to find out the implementation process, this paper uses a
normative method, namely researching and analyzing legal materials that are
secondary to secondary law as a step to examine a law as a positive norm in a
statutory system that regulates people's daily lives in their behavior. Sources of legal
materials are obtained from literature, legislation and also the opinions of experts in
the field of law. The analysis uses several stages, legal materials related to the
formulation of the problem being discussed, then analyzed by steps, legal
interpretation, systematization, evaluation, and legal arguments. Article 5 paragraph
(1) of the Law on Judicial Power explains: judges need to be obliged to examine,
understand, follow the values of law and the sense of justice that exists in society.
For this reason, in the process of evidence in court, the judge must really assess the
evidence presented by the plaintiff and consider it in the verdict. In the research
results, it was concluded that in the process of legal argumentation by judges, it
must be carried out fairly and fairly and not biased so as not to harm either party
between the plaintiffs or the defendants. Because after all the decisions issued by
judges are also one of the sources of law in civil procedural law. With judges looking
at Article 5 atat 1 of the Law on Judicial Power to assess legal evidence in court, it is
hoped that it can improve the performance of judges in upholding the law in
Indonesia.

Keywords : Judge's Consideration, Evidence.




Abstrak

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mencari tahu gimana argumentasi
hukum putusan hakim dalam bukti hukum yang diajukan penggugat pada saat
proses pembuktian di persidangan. Dan untuk mengetahui proses pelaksanaanya,
dalam karya ini meenggunakan methode normatip yaitu meneliti serta menganalisis
bahan hukum yang berpa bberapa bahann hokum skunder sebagai langkah untuk
menelaah suatu hokum sebagai norm positip dalaam sistim perundang-undangan
yang menggatur tentang kehiidupan sehari - hari masyarakat dalam berperilaku.
Sumber baahan hokum didapatkan dari literature, peraturan perundangan dan juga
pendapat dari para pakar dibidang hokum. Analisia memakai berberapa tahap,
bahan-bahan hukum terkait rumusan masalah yang sedang dibahas, selanjutnya
dianalisa dengan langkah, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, serta
argument hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan : hakim
perlu wajib menelaah, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup/ ada pada masyarakat. Untuk itu dalam proses pembuktian di
persidangan hakim harus benar - benar menilai bukti yang di ajukan penggugat
serta mempertimbangkan dalam amar putusannya. Dalam hasil penelitian
disimpulkan bahwa dalam proses argumentasi hukum oleh hakim haruslah
dilakukan secara seadil - adilnya dan tidak berat sebelah agar tidak merugikan
salah satu pihak antar penggugat maupun terggugat. Karena bagaimanapun juga
putusan yang dikeluarkan hakim juga merupakan salah satu sumber hukum dari
hukum acara perdata. Dengan hakim melihat pada Pasal 5 atat 1 UU Kekuasaan
Kehakiman untuk menilai bukt hukum di persidangan diharapkan dapat
memperbaiki kinerja hakim dalam menegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Argumentasi hukum oleh hakim, Pembuktian.

Latar Belakang

Permasalahan hukum di Indonesia pada saat ini masih banyak
menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat dari segi kpastian hokum (legal
certainty), perlndungan hokum (legal protection) dan penegkan hokum (law
enforcement). Hal yang menyimpang di kehidupan bermasyarakat dan ber
negara di Indonesia yang kini sudah membudaya. perihal penegakan
hukum, merupakan suatu permasalahan yang sering dihadapi setiap
masyarakat pada umumnya. Padahal, setiap masyarakat memiliki tujuan
yang sama, yaitu supaya pada kehidupan bermassyarakat tercipta suatu
kedamaaian dikarenakan adanya penegkan hokum yang formiil.

Penegakan hukum ialah sebuah tahap yang dilakukan untuk
menegakan hukum dan juga berfungsi norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat serta bernegara.

Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan
hakim yang ditetapkan di pengadilan, apabila masyarakat tersebut memilih
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cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili semua
perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan
bagi pihak yang bersengketa. Maka dari itu, hakim terlebih dhulu
melakukan ti ndakan dngan caara memilah/menelah terlebih dahulu perihal
suatu kebenaran peristiwa serta bukti yang ditunjukan padanya dan
setelahnya mempertimbangkan dengan memberi penilaian dari peristiwa
dan bukti tersebut iitu srta menyambungkannya dengaan hokum yaang
sedang berlaku untuk kemudian memberi sebuah ksimpulan yang disebut
deengan amar putusan.

Menunjuk konsep pembuktian (evidence theory) menurut Munir
Fuady menyatakan bahwa :

Hukum Pembuktian adalah sebagai perangkat kaidah hukum yang
mengatur mengenai pembuktian. maka yang disebut dengan pembuktian
pada ilmu hukum adalah sebuah proses, baik dalam acara pidana, perdata,
maupun acara yang lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti
yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui
apakah suatu fakta dan pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang
sedang mengalami sengketa di pengadilan, yang diajukan serta dinyatakan
oleh salah satu pihak yang bersengketa saat proses di pengadilan itu benar
ataukah tidak seperti yang dinyatakan pihak tersebut.

Teori hukum pembuktian menjelaskan agar suatu alat bukti dapat
digunakan sebagai alat bukti di persidangan dibutuhkan syarat - syarat
seperti berikut ini :

a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk digunakan sebagai sebuah
alat bukti.

b. Reability, yaitu alat bukti dapat dipercaya keasliannya atau
keabsahannya (misal, tidak palsu).

¢. Necessity, adalah alat bukti yang memang dan harus diperlukan guna
membuktikan suatu kenyataan/fakta.

d. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta
yang akan dibuktikan.

Namun problematika yang muncul tidak terbatas pada penempatan
beban pembuktian pada terggugat atau penggugat, tetapi permasalahan
yang muncul kemudian adalah terkait sikap hakim dalam menilai alat bukti
yvang diajukan terggugat atau penggugat secara objektif. Oleh karena itu,
persoalan yang demikian menjadi berbenturan dengan kepastian hukum
warga negara untuk mendapatkan keadilan di muka pengadilan.

3




Di dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa peristiwa yang
disitu belum diatur dalam aturan perundangan, atau meski sudah di atur
tapi belum lengkap, masih kabur atau tidak jelas dan disinilah salah satu
peran hakim untuk mengisi adanya kekosongan hukum itu. Sebelum
disahkannya Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), terdapat
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan
juga belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman seperti di atur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Menurut ketentuan Pasal 5
ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dimana “hakim wajib menggali,
mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.” Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim
dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan terlebih dulu haruslah
melihat fakta yang ada pada masyarakat agar dapat memutus dengan seadil
- adilnya.

Dlam hal hokumnya tak jelas / tak ada, hakiim diwajibkam untuk
menggali lagi nilai keadilan dalam hukum yang terkandung di kehidupan
bermasyarakat yang sedang bersangkutan dengan perkata. Ketentuan itu
menjelaskan bah wa perinsip seorang hakim sbagai penegak hokum dan
keadilan wajib mengikutii serta menggalih nilai hokum yang berlaku pada
msyarakat. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa didalam
msyarakat yang masih mengenali hokum tak tertuliis juga berada dalam
prgaulan, hakim mrupakan prumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di
kalangan rakyat. Untuk itu, ia harus datang ke tengah rakyat untuk
merasakan, menggenal serta dapat mendalami perasan hokum dan
keaadilan yang hidup di msyarakat.

Dengan deemikian, hakiim bisa memberi ptusan yang cocok deengan
hokum dan juga keadilaan di maasyarakat. pada bid ang hokum perdataa
dalaam hal adanya prselisihan antar 2 belah pihak, hakim wberkewajiban
menetapkan hokum perdaata mana yang berlaku dan wajib di laksanakan
dan mngkin juga dilangar salah 1 piihak. apabila manusia hndak
menimbang suatu dngan caara yng beenar, makaa oraang hnya bisa berlaku
dmikian mngenai aapa yng di ketahuinya aja, maka dari itu hakim harus
berpengetahuan banyak dan yang berdasar pada pengalamannya. Antara 2
kpentingan yng beda, hokum itu hrus bediri sejajar, krena benda sapa yng
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berlaku tak adil, mngambil barang frlalu bnyak dan barang siapa yng
mengalami suatu ktidakadilan, mendapatkan trlalu kecil/dikit, maka hkim
haruslah mecabut atau mengambil kuntungan darii siapa orng yng brbuat
tak adil tadi dngan memperbaiki keseimbangan dengan hukuman sebab
memohon pada hakim, berarti memohon pada keadiilan yng idup.

Tuujuan hkum meemang tak untuk keadilan semata, tapi jugaa
sebuah kpastian serta kemanfaatan hokum. hukum dikatakan seimbang
apabila dapat mengakomodasi ketiga tersebut. Leepas daris egala hall laiin
ang pula jadi tujuaan hokum, ktertiban sbagai tuujuan pertama hokum
mrupakan swatu kemyataan obyektip yang brlaku kepada masyarakat
dalam segaala bentuknya.

Maka dari itu, diperlukan adannya argumentasi haakim melalui
JudgeMadeLaw yng bersiifat leebih elastic seerta dinamic dari paada hokum
tertuliis / peraturan perundangan. Proses peenemuan hokum lazimnya di
artikan seebagai pembentukan hokum oleh hakim atau penegak hukum lain
yang dikasih tugas untuk menjalankan hukum terhadap peristiwa kejadian
hokum yang kokrit. Pnemuan hokum yang utama di lakukan ole hakiim
untuk memmeriksa serta memutuskan suatu perkara, temuan hokum oleh
hakim ini dianggap memiliki wibawa. [lmuan hukum pun juga melakukan
penemuaan hokum, bedanya jika hasiil peenemuan hokum oleh hakim yaitu
hokum sedang pnemuan hokum ole iilmuan disebut doktrin hokum.

Kewenangan membuat hukum tidak hanya ditujukan untuk caabang
kekkuasaan legislatip, tapi juga pada kekuaasaan eksekutip daalam wujud
membuat aturan administrtion negara / aturan yanng disusun berdasar
pelimmpahan dari kuasa baadan legislative. Hokum sebagaii prodak
keekuasaan tak tau ter lepas dari ke hendak, ke pentingan, atau ddasar ke
kuasaan itu seendiri. Inilah awal asalmulaa masalah hokum yang adill apa
tidaknya, beermanfaat / tak manfaat, mmuaskan / tak mmuaskan baik buat
indiavidu / rakyat scara menyeluruh. Pennemuan hokum relvan
dikeluarkan apabila dalamm satu perrkara hakiim tak
mendapatkan/mnemukan suumber hokum yang tertuliis khususnya dalm
menyelesaikan sengketa yag ter jadi di daerahdaerah yng pada msih eksis
memakai hokum adat.

Pada faktanya, tak se dikit kmudian putusaPengadilan yang
meciderai hak konstitutional wargaNegara, hak-hak yang dijamin dalam
UUD 1945. Penjamiinan hak trsebut di nyatakan dengan baik scara tegas
ataupun dinyatakan scara trsirat. Hakini ialah sebuah bntuk prlindungan
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hokum dari prbuatan yng kemungkinan di lakukan olehsang pemeggang
kekuaasaan penyelengara Negara dlam hal hbungan negara dengan warga? ,
misalnya dalam Sengketa dengan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw.
Selaku salah satu team advokat pada LAPH Kosgoro sebagai Penggugat.
Pada perkara ini penggugat selaku ahli waris yang ingin mendapatkan
kembali haknya yaitu berupa tanah sawah seluas 1 (satu) Hektar yang telah
dikuasai oleh Terggugat sejak bulan Maret 2019. Singkat cerita pada sidang
pembuktian, selaku penggugat memberikan beberapa bukti diantaranya
berupa SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB dari tahun 2017 - 2019, dan
juga bukti dari Buku C Desa serta surat keterangan sejarah singkat
kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan menyatakan
bahwa pemilik objek sengketa tersebut sama dengan Petok yang dimiliki
oleh Penggugat, sedangkan bukti dari Terggugat berupa sertifikat yang
setelah dilihat dari sejarah singkat pada Buku C Desa belum / tidak
diketahui asal usulnya. Tiba akhirnya pada putusan, gugatan tersebut
dimenangkan oleh Terggugat dengan banyak tidak dipertimbangkannya
bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Terkait uraian tersebut di atas, maka ada hak konstitusional dari
Penggugat sangat dirugikan akibat putusan yang telah dikeluarkan sehingga
muncul morma samar akibat dari dari argumentasi hukum oleh hakim,
karena berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Setiap orang berhak atas
penggakuan, jaminnan, prlindungan, dan kepastian hukum yang imbang
serta prlakuan sama di muka hukum, dan juga mengacu pada Pasal 5 Ayat
(1) UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Hakim diwajibkan
menggalih, mengikuti, serta memahami nilai- nilai hukum serta melihat rasa
keadilan yang hidup pada masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dalam
hal ini hak penggugat untuk mendapatkan keadilan di muka Pengadilan
sangat kurang.

Berdasar uraian tersebut, bahwa peran hakim penggadilan umum
dalam memmutus perkara aguo mejadi sorotan yang sangat utgent,
harapannya agar putusan pengadilan tidak lagi meciderai hak konstitutional
tiap-tiap orang. Oleh karena itu, hakim diwajibkan menggali hukum yang
tumbuh di masyarakat tempat dimana sengketa itu sedang terjadi. Berdasar
pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meenuliskan pnelitian
jurnal dengan Paradigma Argumentasi hukum oleh hakim Dalam Menilai
Bukti Hukum Yang Diajukan Penggugat.




Adapula orisinalitas yang bersangkutan dengan karya ilmiah ini,
telah di lakukan kajiian ter hadap pnelitian terdhulu dengan objek kajian
masalah yang utama yaitu hasil Pnelitian yaitu yang di lakukan oleh
Achmad Gani, yang berjudul Analisa Argumentasi hukum oleh hakim
Dalam menentukan Putusan pada kasus Perdata Warisan Warga Indonesia
keturunan  Tionghoa  non  Muslim  (Study  Kasus  Putusan
No.71/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Makasar). . Persamaan dngan
penelitian ini adalah mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam
menentukan putusan kasus perdata dan sama - sama menggunakan
putusan pengadilan sebagai objeknya. Sedangkan perbedaannya dengan
penelitian tesis ini adalah dalam metode penelitian tersebut menggunakan
penelitian hukum empiris dan juga membahas masalah pembagian harta
waris. Dalam aturan Adat Tionghoa hanyalah anak paling tua pria yang
dapat dikatakan sebagai penerus generasi garis turunan yang absah,Anak
wanita, karena dapat dikatakan suatu saat nanti pasti pergi dengan sang
suami dan memberi keturunan bagi marga sang suami karna itu sang wanita
bisa dikatakan bukan merupakan sipenerus keturunan. putri wanita tak
mempunyai hak utuk mewarisi krena ia akan nikah dengan pria warga lain,
pakai marga suaminya, dan kturunannya di bawa masuk dalam keluarga
keluarga pria itu. Jika wanita diberikan warisan maka warisan itu akan
jatuhnya pada oranglain yaitu kluarga darisuaminya. Pada anak cewek,
orang tua hanya memberi apa yang di sebut “dowry” yaitu berupa
perabotan,baju, emas-emasan, dan uang waktu dia kawin, tapi tak pernah
berbentuk tanah maupun rumah.

Penelitian oleh Mijan, yang berjudul Analis Yuridis argumentasi
Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi perkara Putusan
No0.119/Pdt.G/2015/Pn.Yk). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama -
sama menggunakan Putusan Pengadilan sebagai contohnya dan juga
mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara.
Sedangkan perbedaan dengan penelitian tesis ini karena dalam penelitian
tersebut merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti analisa
argumentasi hukum oleh hakim dan juga analisa putusan yang ditinjau dari
aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam pembahasan pada putusan
No0.119/PdtG/2015/PN.Yk adalah perselisihan mengenai penilaian
pembayaran dari tanggal 21 juni 2010 sampai dengan tanggal 21 maret 2013.
Pihak koperasi menilai pembayaran tersebut untuk membayar bunga,
sedangkan pihak Kuncoro menilai pembayaran tersebut untuk membayar
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pinjaman pokok. Majelis hakim seharusnya menilai bukti pembayaran
tergugat (T-4) yang jumlahnya adalah Rp. 101.150.000,- dengan
pertimbangan hukumnya, memakai ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ketentuan Pasal 1397 dan
Pasal 1338 KUH. Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga,
tetapi tak cukup untuk membayar lunas seluruh hutang, dipakai lebih lebih
dahulu untuk membayar lunas bunga. Sedangkan untuk menentukan
besarnya bunga dan denda, majelis hakim dapat menyesuaikan dengan
suku bunga dasar kredit mikro di bank Mandiri atau dengan bank lainnya.
Dalam putusannya, hakim memprioritaskan aspek kemanfaatan (sosiologis),
namun bukan berarti aspek filosofis, dan aspek yuridis tidak ada. Sebagai
aspek filosofisnya yang diharap adalah terbentuk suatu keadilan, yang mana
adil tersebut tak memihak siapapun, maka hakim memposisikan keadilan
masyarakat secara luas sebagai dasar filosofisnya dan sebagai aspek
yuridisnya hakim memakai Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Koperasi. Sedangkan aspek sosiologisnya, bahwa baik
itu penggugat maupun tergugat telah memperoleh keuntungan, pihak
penggugat memperoleh keuntungan dari bunga kredit dan pihak tergugat
telah memperoleh pinjaman dengan bunga sesuai dengan kemampuan
ekonominya.
Penelitian yang selanjutnya yaitu dari Rio Bravestha, yang berjudul
Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.?
Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kemandirian
hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, perbedaanya penelitian
ini dalam ranah lingkungan pengadilan pajak menurut UU No. 14 Tahun
2002. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Pajak tak murni dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman, karna didalamnya masih terdapat
peran eksekutif dalam melaksanakan Pengadilan Pajak. Dibuktikan dalam
Pasal 5 UU Pngadilan Pajak ayatl danayat (2) sehinga trdapat adnanya
tumpangg tiindih kkuasaan antara MA dengan Memenkeu yang akan
mengakibatkan ke tidak mandirian hakimdalam memutus suatu pekara.
Dalam mmbahas permasalahn yang penulis rangkum dalam perumusan
masalah berikut ini :

argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai bukti hukum yang diajukan
penggugat.




Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian jurnal ini di perlukan suatu methode
untuk melakukan penelitiant, Jenis peneliitian yang dipakai dalam
penelitian ini ialah methode enelitian normatip. Peter Mahmud yang
memiliki pendapat bahwa suatu pennelitian hokum adalah sebuah proces
untuk menemukn sebuah aturan norma hokum, prinsip - prinsip hokum
maupun pendapat - pendapat hokum guna menjawab isu hokum yang

sedang di hadapi.

Hasil & Pembahasan

Argumentasi hukum oleh hakim Dalam Menilai Bukti Hukum Yang
Merugikan Penggugat Terkait Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Argumentasi hukum oleh hakim merupakan salah satu dasar yang
penting dalam menjadi penentu tercapainya nilai dari sebuah putusan
hakim yang terkandung keadilan dan juga terkandung suatu kepastian
hukum, lainnya itu juga mengandung kemanfaatan untuk para pihak yang
bersengketa karenanya argumentasi hukum oleh hakim ini harus
dilaksanakan bagus, teliti dan cermat. bila argumentasi hukum oleh hakim
tidak bagus, teliti dan cermat, maka PT atau MA memiliki hak untuk
membatalkan putusan yang bersumber dari pertimbangan putusan hakim
itu.®

Di dalam tahap pemeriksaan sebuah sengketa perdata, hakim tentu
membutuhkan suatu pembuktian, di mana hasilnya pembuktian tersebut
akan dipakai sebagai bahan dasar pertimbangan memutuskan sengketa.
Pembuktian ialah proses yang sangat vital pada tahap pemeriksaan di
pengadilan. Tujuan pembuktian guna memberi kepastiaan bila suatu
kejadian ataupun peristiwa yang diajukan tersebut tepat dan terjadi adanya,
guna mendapat pertimbangan hakim yang seimbangSebelum nyata
untuknya, yaitu dngan pembuktian kenyataanya, sehingga tampak ada
sebuah kontak hukum diantara kedua pihak,Hakim tak bisa menjatuhi suatu
argumentasi bahwa peristiwa kejadian itu betul adanya sebelum melihat
langsung kenyataan pada masyarakat. dilain itu, pada hakikatnya




argumentasi hukum oleh hakim harusnya juga berisi mengenai hal seperti
berikut ini:

a. Pokok- pokok permasalahan serta sesuatu yang diakui atau keasliannya
yang tak dibantah.

b. Ada analisa yuridis dalam putusaan segaala aspek tentang seluruh

peristiwa yang ada dan tentunya terbukti dalam persidangan.

c.Ada seluruh bagian dari petitum harus ditimbang serta ditelaah
satu/satu hingga hakim bisa memberikan sebuah kesimpulan mengenai
terbuktiatau tidaknya serta bisa dikabulkann ataupun tidak pentuntutan

itu terhadap amaar putusan.

Landasan hakim menjatuhi putusanpengadilan penting untuk berdasar
kepada teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan hingga
menghasilkan hasil maksimal serta imbang dalam tataaran teori serta
praktik.Salah satu usaha guna mencapaii kepasstian hukum kehakimaan
yaitu lewat putusannya bisa jadi daya ukur guna mencapai suatu kepasstian

hukum selayaknya hakim sebagai peenegak hukum.

Kekuasaan kehakiman ialah kewenangan yng bebas,dalam arti kekuasaan
kehakiman lepas oleh seluruh ikut campur pihak luarkekuasaan ekstra
yudisial kecuali hal yang disebutkan pada UUD 1945. Karena wewenang
hakim sebagai hukum dan menjunjung tinggi keadilan berdasar pada
Pancasila, maka kemandirian dalam pelaksanaan kewewenangan yudisial
bersifaat tak mutlak membuat putusann itu seperti bercermin pada sebuah
keadilan bagi seluruh masyarakat. Pasal24 ayat(2) menjelaskan: kekuasan
kehakiman dilaksanakan oleh MA serta peeradilan dibawahnya didalam
lingkup peradilan umum, lingkup PA, lingkup PM, lingkup PTUN, dan oleh
MK.

Kewenangan kehakiman patut pula di garis bawahi tempat hakim yang
tak memihak layaknya pada Pasal5 ayat(l) UU Kekuasaan Kehakiman.®
Istilah tak memihak disini harus tak harfiah, pada penjatuhan

putusan,hakim harus memilih yang benar/tepat dan tak berat sebelah Pada

6 Aldita Putra Bayu Pratama, “IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA,” Jurnal
Hukum Magnum Opus (2020).
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hal tak diartikan tidak memihak dalam penilaian dan pertimbangannya.
Lebih pasnya seperti yang di jelaskan dalam rumusan Pasal5 ayat(l) UU
Kekuasaan Kehakiman : “Pengadilan harus mengadili menurut hukum
dengan tidak membedakan orang”.

Hakim wajib untuk menjunjung tinggi norma serta keadilan hukum dan
tak berpihak. Hakim, pada saat memberi suatu keadilan lebih dulu haruslah
menelaaah mengenai kenyataan kejadian hukum yan di ajukan padanya lalu
memberi penilaian terhadap peristiwa kenyataan itu,serta menghubungkan
dengan aturan hukum yang sedang berlaku. Setelah itu hakim barulah bisa
memberi keputusan pada peristiwa kenyataan tersebut. Karna hakim
dianggap mengetahui normanya hingga tak diperbolehkan menolak
untuk meriksa serta meengadili  kejadian yang di ajukan padanya.
Sepertihalnya dijabarkan dalam Pasa 16ayat (1) UU No0.35/1999 juncto
UU No. 48/2009yaitu: pngadilan tak berhak nolak untuuk meriksa dan
mengadili sebuah perkara/kasus yang diangkat dengan dalih bahwa
aturan hukum tak / kurangjelas, namun wajib untukmemeriksa serta

mengadilinnya.

Sorang hakim didalam penemuan normayanya dibolehkan berkaca pada
yvurisprodensi serta saran ahli hukum/doktrin hukum. Hakim dalam
memberi sebuah keputusan tak hanya berdasar nilai norma yaang
hiidup pada masyarakat, hal ini disebutkan pada Pasal 5ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim dan hakim Kkonstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat”.

Pasal 5ayat (1) UU Kekuasaaan Kehakiman sangatlah mendukung
apabila dikatikan dengan tahap pembuktian ialah sebuah aspek prosses
mengungkapkan kejadian/peristiwa yang mejelaskan kejadian peristiwa
hukum itu benar-benar telah terjadi.Kejadian hukumyang telah terjadii
itu bisa berbentuk perlakuan, kejadian,atau perlakuan lain layaknya
seperti di atur oleh norma. Peristiiwa yang telah teerjadi itu membuat
sebuah konsekuensii yuriidis,yaitu sebuah hubungan hukum yang
menjadi landasan aadanya hak dan kewajiban pihak-pihak.
Pengungkapan fakta itu dapat diilakukan dngan perlakuaan, pernyatan,
tulisan, dokument, ksaksian, ata upun surat elektronic. Tanya jawab para

pihak atau antara para pihak dengan majeliis haakim di saat siidang
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pngadilan ialah sebuah proses mengungkapkan fakta peristiwa, yaitu
guna membuat yakin para majeliis bahwa sebuah fakta kejadian
huukum benar telah terjadii adanya, yang kemudian timbul hak dan
kwajiban para pihaak yang bersengketa.

Tahap Pembuktian dibutuhkan krena adanya sanggahan / sanggkalan
oleh llawan tentang yang digugatkan / membetulkan suaatu hak.
Secara umum yang jadi sumber persengketaan ialah sebuah peristiwa
kejadian atau hubungaan huukum yng menduukung tentang adanya
hak. Jadi, yang perlu di buktikan tentang kejadian/hbungan
hukum,bukan tentang hukumnya.Kebenaran kejadian/hbungan itu lah
vang diwajibkan dibuktikan]Jika terggugat telah mengaku atau
mengiyakan apa yanng tuntutkan oleh penggugatmaka karna itu tahap
pembukttian tak dibutuhkan kembali.

Saat proses persidangan, tahap putusan oleh pengadilan juga
merupakan salah satu sumber hukum yang setelah diputus akan menjadi
berlaku dilndonesia Sebagai salah satu sumber norma,putusan pengadilan
ialah wadah guna mendapatkan serta menemukan norma yang digunakan
untuk dasar hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Putusan
pengadilan secara dasar sebagai prodak yudiikatif yang berisikan norma
yang mengikat pihak yng berperkara hingga hasilnya beda dngan aturan
perundangan yng mengiikat secaraa umuum oleh tiap orang,puutusan
penggadilan mengiikat se cara khusu trhadap orang terteentu dlam hal
ini orang yang Dbersengekta di pengadilan.Putusan pengadilan
mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua orang yng bersengketa sejak
dijatuhkannya putusan tersebut akan mempunyai kekuatan dan berlaku

untuk dijalankan sejak putusan tersebut tetap (inkracht).

Sebagai sebuah sumber hukum,putusan pengadilan bisa diklasifikasi
sebagai sebuah sumber hukum formiil yang mana kekuatan hukumnya
dilihat dari akibat yang meyebabkan norma itu formiil berlaku.Dlam
artian ini, shingga putussan pegadilan punya ke kuatan hukum sebagai

landasan oleh hakim untuk merampungkan seengketa di pngadilan .

Tiap - tiap perkara puutusan pngadilan secara dasar diisebut
yurisprodensi. Yurisprodensi dapat di artikan dengan lebiih lebar
sebagai abahan ajar norma / doktrin hukum yang dimasukan pada
putusan. tapi dalam perkembangan jaman, MA RI menetapkan
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beeberapa kriteria yang menentukan apa sebuah putusan bisa
dikategorikan sebagai yurisprudensi. Kiriteria yang ditetapkan oleh MA
adalah seperti :

a. Putuusan dari swatu kejadian yang tidak/kabur aturannya pada
aturan perundangan;

b. Putusan itu haruslah sebuah ptusan haakim yng telah inkracht;

c.Ptusan itu haruslah dijadikan sebagai landasan untu memutuskan

perkara yaang mirip dan berulangkali;
d.Putusaan itu sudah mmenuhi keaadilan untuk msyarakat;
e. Plusan itu dibetulkan/dibetulkan oleh MA.

Kualifikasi tersebut memperlihatkan bahwa MA dalam menilai tak semua
puutusan pngadilan bisa digolongkan sbagai yurisprodensi. Paadahal
peran yurisprodensi di penerapan norma sangatlah vital berdasar pada
alasaan seperti berikut:

a. Yurisprudensi sebagai kebutuhan untuk melengkapi beberapa aturan
perundangan di penerapan hukum, melihat pada sistim hukum

indonesia, yurisprodensi mempunyai peran sbagai ssumber norma;

b.Tanpaa adanya yurisprdensi, kegunaan serta kwenangan lembaga
peeradilan sbagai pelaksaana kkuasaan keehakiman Dbisa

menimbilkankan setagnasi;

c.Yurisprodensi memiliki tujuan supaya undangundang tetap aktualdan
beerlaku secaraefektif, ataupun bisa menaikan wibawa pada badan

pradilan.

Mngingat sistim norma di Indonesia tak menurut azas (stare decisis)
the bindiing force of perecedent sehinnga hakim dilndonesia dalam
hakikatnya tak terpaku dalam yurisprodensi yaang teelah dijatuhi
sebelumya ftrhadap perkara sama. dalam praktis dan teoritis,
yurisprodensi dinilaii haanya punya keekuatan yng bersifat peersuasive
perecedent. Meski demikiaan, didalam prkembangannya  hakiim
dilndonesia daalam mnjatuhkan puutusan pngadilan mempunyai

kecondongan utuk menggikuti puutusan pngadilan di tinggkat atasnya
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atau yang setara pada sebuah peerkara yang sama degan pertimbangan
psikologis, praktis dan allasan adannya persesuaian
pendapat.Mmeriksa,megadili serta meemutus sengketamaka salah 1
wewenang hakim yg sangat fundaamental adlah pnemuan norma
(rechtsvindingg).Sudikno menyatakan bahwa tugas hakim ada tiga, yaitu:
menetapkan peristiwa yang  terbuktimelakukan kualifikasi peristiwa
yang konkret jadi peristiwa hukum,serta membentuk hukum.Pada tahap
kualifikasi inilah sejatinya hakim melakukan penemuan hukum,di mana
hakim harus dapat menemukan atau mencari hukum atassuatu kejadian
yang telah terbukti/terjadi.ltulah knapa pnemuan norma merupakaan
suatu kegiiatan yangg ruuntut daan berhubungan degan saat

pembuktiian.

Melakukan sebuah penemuan hukum bukan hal yang mudah. Ada
saatnya suatu normaa kabur / tak lengkapp. Oleh karna itu,dalam
rangka kegiatan penemuan hukum ada bberapa methode yaang secara
umum di pisahkan jadi methode pnafsiran norma serta methode
arggumentasi norma. vitalnya peenemuan norma ialah guna melindungi
supaya tak jadi sebuah kkosongan norma, dan supaya majelis punya
pemahaaman huku yaang tak hanya sosiologi dan normatip, tetapi juga
tillosofiss, yang berarti bahwa norma tak hanya dilihat sebagai kaidah
dan asas yang menggatur hbungan antar setiap untuk bermasyarakat.
Hukum berguna sebagai pencipta kpastianktertiban,dan mncerminkan
fungsi filosofis bangsa yaitu Pancasila guna mnunjang kpentingan

umum yakni pmbangunan nasiional.

Selain itu, dalamsistem hukum dilndonesia, praktek pradilan
(yurisprodensi) juga norma ialah sumber norma yang  tentunya
melenggkapi serta mmperkuat hokum tertulissebagai shumber hokum
yangutama. Dengan gitu, perundangan akantetap tajam efektip,dan bisa
menaikan kewibawaan badan pradilan karna dapat mmelihara
kepastianhukum, keadilan sosial dan juga mengayomi masyarakat.Hal ini
juga diperkuat oleh teori kepastian hukum dari Bagir Manan dimana
peraturan perundang - undangan haruslah diutamakan dan diterapkan

oleh hakim demi tercapainya sebuah keteraturan atau ketertiban.

Bagi kedua pihak yang tak puas oleh putusan di tingkat satu,

terdapat upaya hukumbanding dalam hal upaya guna mempersoalkan
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serta memeriksa lagi putusan yang merugikan salah satu pihak. Pada
azasnya, pngadilan bnding disebut juga judex facti sehinga sengketa akan
dperiksa secaraa menyeluruh baiik peristiwannya ataupun
segihukumnya.

Dalam permohonan bandiing, hakim PT haruslah lebih dahulu
menilai serta menyatakan apa prmohonan bandiing itu di terima / tak
bisa diteriima.Permochonan baanding diyatakan tak bisa dterima bila
terdapat pelangaran aturan tertibberacara (hokum formiil). pada pngajuan
banding,misalnya surat kuasa kusus guna pengajuan bandiing tak
mmenuhi syarat Psall23 ayat (1)HIR dan bertentanggan dngan SEMA
No.6/1994 tentang SuratKuasa Khusus.

Contohlainnya pelanggaran aturan tatatertib acaraa guna upaya bandiing
vaitu: dalam maateri senbgketa itu tak bisa diilakukan upaaya hokum
bandiing / mengajukan prmohonan bandiing lebih dari masa tengang
yang ditetapkan aturan perundangan.

Amaar ptusan bandiing ada 3 hal sebagaimana diuraikan berikut:

a. Memperkuat ptusan PN, artinnya apa yang sidah di periksa serta
diputuskan PN diangap betul dan tepatmenurut keadilaan.

b. Merevisi ptusan PN,artinnya apa yangtelah diperiksadan diputuskan
oleh PN kurang tepat tak sesuai rasa keadilan karena itu butuh

direvisi.

c.Membatalkan/menolak putusan PN,artinya apa yang sudah diperiksa
serta diputus PN dilihat tak benar serta tak adil karena itu harus
dibatalkan.

Pada hal ini PT memberi putusan sendiri.Apabila putusan PT
menguatkan putusan PN,yang artinya menurut penilaian PT bahwa
putusan itu telah benar dan tepat,baik mengenai hukum acara ataupun
hukum materiilnya.Apabila putusan PT membatalkan putusan PN, ini
brarti najelis tingkat baanding melihat bahwa puutusan hakim PN itu
dinilaii tak betul dilihat dari pennerapan hokum acaranya sertaa
hokum materiilnya serta tak seama denggan keaadilan.Apabila ptusan
PN di batalkan, PT secara otomatis langgsung menggadili sendiri sengketa
tersebut.
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Apabila putusan PT memperbaiki putusan PN,berarti bahwa PT
melihat putusan PN yang kurang/tidak tepat dalam rasaa keaadilan.
Pada praktek,prubahan yng dilaakukan cuma ter tuju di bberapa
bagiaan terttentu darii amaar putusan serta tak mengcakup prubahan di
baggian pertimbangannya krena prtimbangan itu di nilai telah benar.
Pemmohon bandiing tak perlu mnyampaikan alasan-alasan pengajuan
bandiing atau memori banding,dan PT tak wajib mempertimbangkan
memory bandiing krena di dasarnya di tingkat banding yang masih
mrupakan judexfacti perkara akan diperiksa lagi. Bila pmbanding
mengajukan memori banding, alasan yang lazimnya di ajukan sbagai
alassan memory bandiing pada dasamya bisa dikualifikasikaan di

dalam 2 alasan,yaitu:
a. Alasan yang sifatnya formaal:

1. Surat kuasaa kusus tak memenuhi syarat seperti yang dtentukan
peraturan perundangan.

2. Penggadilan yang tidak berwenang (koompetensi) menggadili
prkara.

3. Guggatan pengugat adalah kabur (obscuurlibel).

4. Putusan PN mngabulkan guggatan yangmana subyek terggugat
tak llengkap.

b. Alasan yang sifastnya materiil:

1. puutusan PN haarus batal krena berdasar pada prtimbangan
yvang tidak lenggkap.

2. putuusan PN yang tidak tepat dalam memberikan penerapan

hokum pembuktiaan atau hukum acara seperti serara umum.
3. PN sudah memutuskan mlebihi dari tunntutan atau
c. memutuskan pada perihal yang tak dituntutkan.

Hakim sebagai aparat neegara yanng melakukan kekuaasaan
kehakiiman sehinga propesi ini di kenal sbagai propesi muliia. Meski
demiikian, hakiim juga orang yang tak luput dari sifat salah, lalai,
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keliru atau juga khilaf. Ksalahan serta kelalailan (rechterlijkdwaling) bisa
trjadi pada linggkup hokum acaraa prdata ataupun hokum peerdata
materiil.

Apabila sebuah putusan PN batal olleh pngadilan yanng
tingkatannya lebi tingi, makaa pengadilan yang tingkatannya lebi tinggi
itu akan “mengadili sendiri” sengekta itu. Pada praktik, puutusan PN
di buat batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi diantara
lain  krena  putusan  judexfacti  tak  cuukup  dpertimbangkan
(onvoldoendegemotiveerd), tedapat ksalahan pada pnerapan hokum aacara
ataupun tada kesalahan dalaam mempertimbangkan bukti.

Suatu tahap pembuktian diharap bisa memberi keyakinan hakim
dalam tingkat yang meyakinkan serta menghindarkan pemberian
putusan bila ada kondisi yang meragukan / yang lebih rendah. Ini
karena pada pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat
memungkinkan terjadinya sebuah penyelewengan.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menilai bukti hukum pada tahap
pembuktian dalam suatu guggatan perdata yang juga manfaat hakiim
sbagai pembaharu hokum, pada funggsinya yang demiikian hakiim
tidak skedar menerapkkan norma tetapi lebih tajam lagi dalam
menemukan dan menciptakan hukum. Keteguhan hakim dalam
mempertimbangkan serta menilai alat bukti menjadi sbuah rruang yng
haarus dkembangkan serta dlaksanakan sbagai sebuah ornament illmu
serta agama dalaam mencari keadiilan yang substantip. Penegakan
etika propesi hokum hakim, sbagai propesi mulia ( oficium naabile )
hrus memiliki kmampuan tekhnis serta profesionalisme ( technicalaspect
). Penegakan etika profesi hukum hakim juga harusserta didasari
oleh hokum pancasila di mana nilai - nilai Ktuhanan Yang Mahaa Esaa
jadi sbuah konsp dasar filosofi pada jatidiri hakiim itu sndiri, di mana
juuga konsep ke adilan social dalam Pncasila hrus dislaraskan kedalam
bntuk putusan yaang adil. Haakim yanng baik itu juga diciptakan
daridirinya sediri yang memiliki nilai serta norma jati diri bangsa
dari segala aspec ktuhanan, bukaan di bentuk oleh sistim dan
rekruitmen serta doctrine diluar kaedah Pancasila. Kebebaasan
hakim daalam mmutus perrkara perdata yang dilihat dari
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keadilan substantip, mewujutkan keaadilan hakim guna mengali,
megikuti, dan mmahami nilai hokum serta rasa keaadilan
vaang hiidup didalam masyaraakat dlam bingkai norm agama
yang Dbrketuhanan yang Maha Esa yang susuai dengan Pasal5
Ayat(1) Undang undang Nomer.48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
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